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EMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KE.JA 
A L A M I E 0 M A S I  DAN PENYIILUIHAN PERTANLAN 

DE,NGAN KAIHMAT T U A N  YANG MAMA E.SA 

U I P A I  A S A I A N  

Memmbang 

« bahwasbag pc.lak saran dan: Keputsun Merten Datam igni Nert 3$ Thu 
1999 tentang Ptdoman Pembentukn Organisasi dun Tats' Ker Bala Ir(tuts 
Peayualohan Perman tchah diberikan pcrsetujuan pnnsif berdsian Telkom Menter 
Dam Negen Norat 061/1402/SJ aggal 17 Jui 1999 

b bahws ntuk mak sad tersebt iatas septa untuk me m h  kebangn 4wadryad da 

peran sertA Petr dalam kegiatan pembangunan Pernin, at dipalag perlo 
diteapk.an dala sat Pettuta Daerah 

Megingat 

I. Undang-urdang No;nor Det Tahun 195% teatag PembeuJukn Dctab Oronom 
kbupaten-Kbapaten dalam Propinsi Suraters Una (Lmbaran Neg Republik 
Indonesia Tahn 1999 Nomor 60), 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tntang Pemerintahn Deatah (Lprtbaran i¢gar 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomr 169), 

3 Undang Nomor 43 Tahun I999 tentang Perubhan Atas Undang-mag iotor 8 T4lun 
1974 etang Pokok Pokxok Kepeguwaian (Lcmban Negus PRepoblik Lrdocesi Tahu 
1999 Nmor 169, 

4. Peraturan Pemeriah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordins Kgitan [nstans 
Vertikal di Daerah (I embaran Negara Tahun,1 988 Nomor I0), 

$ Keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 TAhuan 1999 tetag Tehuk 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undaag-undng 
Rancangan Peratuta Pertarintah dan Rnncngan Kcputusam Presiden 
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 39 Thun 199 Tentang Pedoman Organisasi 
Danas Dacrah 

7. Keputusan Mcnten Dalam Negeri Noror 7 Tahun 1994 entang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kcrja Dinas Perkebunan Daerah, 

8. Kepurtusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tcntang Pedoman Organisasai 

dan Tata Kerja Dins Peternakan Daerah; 

9. Kcputusan Menter: Dalam Negeni Nomor 10 Tun 1994 tcatang Pedoman Organisasi 
da Tata Kerja Dinas Pertanian TVanaman Pangan Dacrah, 

0. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3$ Tahun I999 tentang Pedoman Pembentukan 
Orgasasi Dan Tata Kerja Bala Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupatcn 
/Kotamadya Daerah Tingkat It; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

NOMOR 09 /SK /DPRD IO MEI 200O 

M E M U 'T U S K A N  

Menettpkan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASA! DAN TATA KERA BALAI INPORMASI DAN PENYULUHAN 
PERTANIAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Keplusan ini yang dimaksud dcngan 

a Dacrah adalah Daerah Kabupaten Asahan 

b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan 

c. Kepala Deerah adalah Bupati 

d. Bali Informasi dan Peryuluhan Pertanian adalah Bali Informasi dan Penyuluhan 
Kabupaten Asahan yang sclanjutnya disebut BIPP 

¢. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adatah Pipinan Balai Informasi dam 
Penyuluhan Pertanian Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Kepala BIPP 



f Penylhan "ertania adalah sister pendidikc 'luat sekolah dibidang pertanian untuk 
petani·clayan dan kcluarganya scrta anggota masyarakat pertaman agar dinamika dan 
kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan dengan kekuatan 
sedint dapat berkembang, schingga dapat mcningkatkan peranan dan peransctanya 
dalan pembangnan pertarian 

g. Penyulah Pertanian adalah egawait Negeri Sipnl yang diben tugas melakukan kegiatan 
Penyuluhan Pertanian scar pemuh olch Pepabat yang berwcrang pads satun orgarsasi 
lingkp pertarian 

BAN 

KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNOSI 

Bagan Pertama 
Kedudukan 

Pas! 2 

(I BPP adahah mcrupakan unsur pclaksana tekmis opcrasiama! Pemecrintah Dacrah dibidang 
Penyulhan Pertanian yang merupakan Lcmbaga Non Struktural yang berada dibawah 
dan bertanggong jawab kcpad Bupati yang hakckatnya menunjng pehaksanaan 
program-program pembangunan Pertanian Daerah 

(2) BIP ipmpin oleh scorang Kepala dengan Jabatan Fingsiona! Pertanian 

Bagan Kcdua 
Tagus Pokok 

Pasal 

B[PP mempunya togas pokok mclaksanakan keguatan di bidang peiayanan infonasi dan 
penyuluhan pertanian yang diserahkan kcpada Pemenntah Latah 

Bgin Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 

Untuk mclaksanankan tugas pokok terscbut pada pesal 3, BIPP mempunyai fungsi 

a penyusunan program penyuluhan pertamian, 

b. penyusunan dan pclaksaraan rencana kcra penyuluhan pertaman, 

¢. pnysunan, pcnycbaran dan pclayanan informasi pertanian; 

d pembinaan penglolaan BIPP; 

¢. koordinasi penyclenggarpan pnyuluhan pertamian tingkat Kecamatan, 

f pemantauan dan evaluasi, 
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g pengelolaan sentral komumikasi pcmbangunan pertain diKabupaten, 

h. pelatiah /kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nel«yan, 

i, penumbuhan dan pengembapgan kclembagaan pctani-pehayan, 

• bimbingan penggyunaan saran uasah petant-nelayan, 

k percontohan pertpian, 

I pengelolaan perpustakaan 

m. pcngkajian penerapan teknologi pertamin, 

n. pemberian pelayanan tcknis atas pelaksaraan penyuluhan, 

o. pelayanan rusan ketata usahaan; 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISAS 

Uagin Peram 
Organisesi 

Psal S 

(I) Susnan Organisasi BIPP terdiri dari 

Kepala; 

b. Petugas Tata Usaha, 

c Kelompok Jabatan Fungional, 

d BPP 

(2)Bagan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana tercamtum dalam 
Lam pitan I Keputusan ini, 

Kepala B1PP 

Pasal 6 

Kepala BIPP mepnpunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 
dan mcngendahikn BPP dalam melaksankan pelaynan informasi den 

penclengsaran penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada 
Pemerintah Daemh 
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Petogas Tat Ulsh.a 

(I) Petugas Tata Usaha memparya tuga pokok mclaksaknakan 
pengcloln administmst kepegawan, kcuagan, surat menyurat, 
krumah tanggaan dan perlengk pan 

(2) Petugas Tata Usaha drpump oleh sorang Kcpals Pctgas Tana (/saha 
yaqng daham menahankan fugasry bead.a dibawah dan bertanggong 
awab kcpada Kcpala BP 

Psl 

Untuk menyclemggarakan tugas terscbot pada psa! 8 Sub petugas Tta 

LJsaha mempunyai fungst 

a Pemyusunan rencana dan program, laporan serta cvaluast 

b Pengelolaan admmstras, kepgawn , keuarga rsa rah 
tangga, perlengkapan dan perawatan 

¢ Pengelolaan urusan surat menyurat dan ketsrpan 

Kelom pol Jabat Fungona 

. 

sat 9 

(I) Kclompok Jabtan fungtonal mempuny {ugas pokok me laksanakn 
egatan BIP sesui dengan bwdans keahhin masing-masing 

(2) Kelompok JAbutan Fungsional sebagamane tersebut pde ayat (I) 
dipim pin oleh seorang tenaga fungional senior selaku kctun 
kelompok, yang bcrada dibwah den bertarggng jawab kc pad 
Kcpl« BIPP 

Pasal I0 

(I)Kelompok Jabatan Fingsronal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
te«din dart sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fingsional 
lain sesuat dengan peraturn perundng-undangan yang berlaku 

(2) Klompok Jabatan Fungional penyuluh Pertanian dan Jabatan 
Fungsional Lainnya, dikoordinasikan oleh pemamg jabstar 
fungional semior yang ditunjuk olch Kepal IPP 

(J)Jumlah Kelompok Jabatan Fungional Penyuluha Pertanian dan 
Jabatan fungsional lan ditcntukan berJaarkan kebutuhan dan bcban 
kerja 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian 
dan Jabatan fungsional lain scbegaumn dimaksud peda yat (l 
dafur en dengan peraturn perundng-wdnga yang berhu 
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Bali Peyuluhan lertaman 

Psat % 

(I) Bala Penyuluhan Pertamian yang clanjutrya discbut gPP adalah 
merupakan instansi dan sekaligus Bagin dari instansi BIPP dlam 
mncnyelenggarakan penyuluhan pertnin di Kecamatan 

(2Di setup BPP hteipatkan seckcompol pnyuluh pertaman yang 
dikoordinasikan olch scorang peryuhuh pertangn yang senior 

BA IV 

TATA KERKJA 

agan Pertans 
Umun 

'asal 12 

(I) Hal-hal yang mcnjadi tugas pokok IP mcruspaan satu kesatuan 
yang satu sama lain tidal dspat dpahkan 

(2) Pelaksanaan fungsi BIPP scbagar usu pehaksanan Pemerintah 
Dacrah hibidang pchyanan informasr dan penye lenggaran 

dselenggarakan oleh BPP'da Klompok Jabatan Fungsional menurut 
bidang tugasnya masing-masing. 

(3) Pengatunan Aspek ketatalaksanan BIPP yang melipuni Prosedur 
Operasional Standat (OS) huburgan kerja, tata kerj dan pedomn 
kerja ditetnpkan lebih lanjut olch Keputusan Bupeti Asaban 

Pesa! 1J 

Dalam mechaksanakan gasnya, BPP dan Kclompol Jabatan Fungonal 
wajib mcnerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik daln 
lingkungan masing-masing maupun antar satan orgamisasi scsuai dengan 
ugas masing-masing 

Pasal 4 

() Kcpala BIPP melaksanakan tugasnya berdasarkan kcbijaksanaan yang 
ditctapkan oleh Kcpala Dacrah 

(2) Kcpala BIPP diwajibkn membenkan pctunyuk, membuna, 

mnembimbing dan mengawasi peckcrpaan unsurOunsur pembatu da 
pclaksana yang bcrada dalam lingkungn Kamtorya 

(3) Bilamana Kcpala BIPP memandang periu untuk mengadak an 
perubaha kebijaksanaan yang tclah ditcupkan oleh Kcpala Daenh, 
maks hal terscbut hars duajukan tertebih dahulu kepada Kepala 
Daerah untuk mcndapat persetujuan 
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(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lHngkungan BIPP hars 
melaksanakan koordinasi Pengawasan Melckat (WASKAT) 

(5) Setiap Pmpinan Satuan Organisasi wajtb mengikti dan mentaati 
pettnjuk -petunjuk dan bertangungiawab kepada atasan masing­ 
masing dan menyam paikan laporan bcrkala tepat waktu 

Bagian Kedoa 
Pelaporan 

Pal 15 

Sctiap laporang yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat drpergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lcbih lanjut 

BAB V 

PENGANGK ATAN DAN PEMBERHENTIAN 

(I) Pengangkatan dan pemberhentan Kepla BIPP dictapkan oleh Bupati 

(2) Pengangkatan dan pembetbentian pejatat lainnya dilingkungan BIP 
ditctapkan bcrdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BAB VI 

PEMBIA YAAN 

Pasal 17 

Biaya penyclcnggaraan BIPP ibbankan kcpada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Asahan, serta sumber lain yang 
sah 

BAB VII 

PEMBENTUKAN 

Pasad 18 

Dengan Peraturan Dacrah ini, dibcntuk BAlai Informasi dan Penyuluhan 
Pertamian 
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BAB VII 

KET'ENTUAN PENUTUP 

Pasat 19 

Dengan berlakunya Keputusan t, mak.a ketentua-kctcntuan lain yang 
bertentangan dengan Peratutan Dacrah iti divataka tdak berlaku 

Pasal 20 

Peraturan Dacrah in» discbut Perturan Daerah tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Ba!ai Informasi dan Penyuluhan Pertanian 
Kabupaten Asaban 

i'asal 2L 

Hal-hal yang bchum diatur dalam Peratunan Dacrah ini sepanjang 
mcngenai pelaksanaannya diatur lebih lonjut dergan Keputusan Bupati 
Asahan 

Peraturan Daerah ini mutai berloku pede anggal diundangkn 
gar sctiap orang dpat mengotahut, memeritahkan pengundangan 
Peraturan Daerah int dengan pnempatsnya d«lam Lembarn Daerah 
Kabupaten Asahan 

Dihkan di Kisaran 

Pad taggal 10 MEI 20OO 

BUPAT! ASAHAN 
Cap'dto 

R I S U D D I N  

RAHAP SH 

Diundangkan di Kisaran 
Puda tan, I 1  Mei 2000 

H :AMKABUPATEN ASAHAN 
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